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ABSTRAK 
 Implementasi kebijakan Undang – Undang  No 28 Tahun 2009 yang menjadi 
patokan dari pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di Kantor UPT 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan. Tujuan dari penelitian untuk 
mengetahui dan menganalisis Implementasi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Guna Mendukung Pelayanan di UPT PPD Surabaya 
Selatan. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn 
yang terdiri dari 6 indikator. Metode penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengambilan data di dapatkan dengan cara 
wawancara, observasoi, dokumentasi. Hasil yang dihasilkan adalah implementasi 
UU No 28 Tahun 2009 telah diterapkan dengan baik di Kantor UPT Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Selatan dapat dilihat dari indikator – indikator yang telah 
terpenuhi. 
Kata kunci: Implementasi, Pajak, Peraturan 



 
 

ABSTRACT 
 The implementation of Law No. 28 of 2009 is the benchmark for regional tax 
and regional retribution services at the UPT Regional Revenue Management 
Office, South Surabaya. The purpose of this research is to find out and analyze the 
Implementation of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional 
Levies to Support Services at UPT PPD South Surabaya. 
The focus of this study uses Van Meter Van Horn's theory, namely policy standards 
and targets, resources, inter-organizational relations, charact eristics of 
implementing agents, social, political and economic conditions, dispositions. This 
research method uses descriptive qualitative research. The data collection 
techniques obtained by observation, interviews and documentation. The results 
obtained are that the implementation of Law No. 28 of 2009 has been well 
implemented in the South Regional Revenue Management UPT Office, which can 
be seen from the indicators that have been fulfilled. 
Keywords : Implementation, Taxes, Regulations  
 
 
A. PENDAHULUAN 

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan untuk negara, menjadi sumber 
utama pendapatan Negara karena dianggap bermanfaat bagi keberlangsungan 
berkembangnya Negara. Dengan warga membayar pajak kepada Negara akan bisa 
berpartispasi dalam mengembangkan Negara. Dengan membayar pajak juga dapat 
meningkatkan perekonomi Negara dan juga rakyat nya. Pembayaran pajak juga 
bisa menyeimbangkan pendapatan warga Negara. Tidak hanya pemerintah yang 
menjadi penggerak dalam pembayaran pajak, namun juga masyarakat juga harus 
ikut serta berperan dan berpartisipasi karena bangsa tidak akan maju jika tidak ada 
warga negara nya yang mendukung. Pajak juga harus dipungut tanpa membebani 
masyarakat dan harus adil baik dalam pelaksanaan maupun pemungutannya. Pajak 
daerah ialah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah. Kemudian hasil dari 
pajak jenis ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.  
Pemerintahan dibentuk untuk melayani segenap warga negaranya serta  
menciptakan kondisi yang lebih baik kepada masyarakat dalam mengembangkan 
kemampuan dan kreatifitas demi kemakmuran bersama. Pelayanan yang 
berkualitas dan bermutu tinggi dapat menjadi perhatian masyarakat dalam 
memenuhi hak dan kewajibannya. Maka dari itu pencapaian pelayanan yang baik 
dan optimal juga di gantungkan kepada pemerintahan. Pemberian layanan yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap warga terus diperbaiki dengan seiring 
meningkatnya tuntutan masyarakat. Inovasi terus dikembangkan dalam melayani 



 
 

publik, dimana perubahan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
Kendala- kendala yang ada pada pelayanan menjadikan munculnya inovasi 
tersebut. Maka dari itu kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama bagi pelakasa 
pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan inovasi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah UPT Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Surabaya Selatan. Tujuan pembentukan kantor Unit Pelaksana 
Teknik Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan adalah guna 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi diselenggarakan 
nya pembangunan daerah, Terwujudnya pemungutan pajak yang transparan, 
akuntabel dan aspiratif., Tersedianya sarana dan prasarana, Meningkatkan sumber 
pendapatan. 
Dengan adanya pemungutan peraturan yang tertera dalam  UU No 28 Tahun 2009. 
Melalui Undang – Undang diatas diharapkan dapat memperbaiki pelayanan untuk 
masyarakat dan menjadikan independensi daerah. Sesudah diterbitkan  nya 
perubahan peraturan pajak daerah yang cukup drastis yang mempengaruhi antara 
hubungan satu darinya adalah tentang pungutan pajak yang sebelumnya menjadi 
pungutan pusat kini menjadi pungutan daerah. Berlakunya kebijakan tersebut 
menjadikan lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak, Namun daerah 
tidak semena-mena dalam melakukan pemungutan pajak akan tetapi sebagaimana 
yang telah ditentukan.  
Pemberlakuan peraturan tersebut membawa keterlibatan bagi daerah. Beberapa hal 
yang terlihat dalam peraturan tersebut adalah jenis pajak yang dipungut dan 
prosedur hukum pemungutan. Pemerintah harus membuat pencatatan tentang 
peraturan daerah berkaitan dengan dasar hukum pemugutan pajak daerah. (Soares, 
2013). 
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan yakni unsur pelaksana 
teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang. Dipimpin oleh seorang kepala 
UPT yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. UPT PPD, Unit Pelaksanaan 
Pendapatan Daerah adalah unit pelaksanaan teknis yang malaksanakan tugas 
menghimpun pendapatan daerah. Bapenda sendiri bertugas membantu gubernur 
dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi pada bidang pendapatan daerah 
sesuai dengan kebijakan yang telah diatur. 
Adapun pajak yang diatur oleh Bapenda Jatim meliputi pajak provinsi yaitu Pajak 
kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, 
pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak bangunan. 
Adapun permasalahan yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknik Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Surabaya Selatan adalah apa yang menjadikan masyarakat 
Surabaya Selatan susah dalam membayar pajak, dari hal tersebut apakah 



 
 

pengimplementasian pajak yang dilakuan Unit Pelaksana Teknik Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Surabaya Selatan belum sesuai dengan SOP yang ada ataukah 
karena faktor perorangan dari para staff Unit Pelaksana Teknik Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Surabaya Selatan kurang dalam melaksanakan pelayanan 
publik seperti kurang nya sosialisasi terhadap masyarakat. dan implementasi 
pelayanan yang kurang baik terhadap masyarakat menjadikan masyarakat malas 
untuk membayar pajak. 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan publik menurut William Dunn adalah suatu rangkaian pilihan yang 
berhubungan, dibuat oleh Lembaga atau pemerintah pada bidang yang 
menyangkut tugas pemerintahan. (Pasalong, 2014).  
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.  Metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif ialah langkah responsif objektif tentang gejala yang ada di 
dalam masalah yang diteliti. Sehingga memusatkan pada pemecahan masalah yang 
ada pada masa sekarang. 
Penggunaan metode kualitatif  bertujuan agar peneliti dapat mengobservasi lebih 
detail dan terperinci dilakukan melalui pendekatan secara langsung dengan obyek 
yang akan diteliti. Hal itu didukung melalui beberapa hal yang akan dilakukan 
peneliti dengan mendeskripsikan yang diamati. Penelitian ini mewajibka peneliti 
untuk melakukan pendekatan kepada Kepala Seksi pendataan dan juga para staff 
yang bekerja untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh 
peneliti.  
Penelitian dilakukan di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya 
Selatan. Lokasi peneliti merupakan tempat  peneliti menggali informasi dan 
menggali data. Alasan penulis meneliti ini karena untuk mengkaji lebih dalam 
tentang sistem pajak yang ada di UPT PPD Surabaya Selatan dalam melayani 
masyarakat akan pembayaran wajib pajak. pada penelitian ini peneliti 
menggunakan acuan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van 
Meter Van Horn yang memiliki 6 indikator. Yang dimana itu dapat mengukur 
apakah implementasi UU No 28 Tahun 2009 sudah terlaksana dengan baik atau 
belum. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data  model interaktif yang 
dipopulerkan oleh Miles, Huberman (2014). 
D. PEMBAHASAN 
1. Standar dan sasaran kebijakan 
Standar dan Sasaran Kebijakan dapat dipahami sebagai faktor keberhasilan dalam 
implementasi kebijakan. Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala 
Seksi Pendataan dan juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa sasaran 



 
 

kebijakan dapat dilihat dari tercapainya target yang ada. baik target dari Lembaga 
atauapun target perserorang yang diperuntukkan kepada pegawai. Ada 2 target, 
yang pertama target lembaga yang dilihat di money pad lalu yang kedua adalah 
target perseorangan pegawai yang di hasilkan dari dinas luar pajak PKB, BBNKB, 
PAP, RJU, PBBKB.  
Kemudian hasil dari wawancara Bersama masyarakat yang diambil di UPT 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan bahwa Standar keberhasilan 
kebijakan menyatakan bahwa aspek standar, dan sasaran kebijakan, memiliki hasil 
cenderung baik. Baik dari segi tercapainya target dan sesuai dengan SOP yang ada 
dan juga dalam hal pelayanan yang baik. 
Dengan demikian maka yang dimaksud sesuai standar dan sasaran kebijakan ialah 
tercapainya target yang telah di tentukan, baik target lembaga dan perorangan. 
dengan tercapainya target – target tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang 
ada telah tepat sasaran dan sesuai dengan standar. 
2. Sumber daya 
Dapat dipahami sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi 
kebijakan. Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi 
Pendataan dan juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa sumber daya dapat 
dilihat dari kesiapan pegawai dalam melakukan implementasi peraturan Undang - 
Undang. dan melaksanakan isi peraturan dengan baik sesuai prosedur yang ada dan 
juga dapat dilihat dari tugas masing – masing perbagian. Dengan dilihat dari 
perbagian dapat mengerti apakah kinerja yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. 
Bagian – bagian dari Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya 
Selatan dapat dilihat di struktur organisasi.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di UPT 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan menyatakan bahwa aspek 
sumber daya memiliki hasil cenderung baik dari sumber daya manusia maupun 
fasilitas yang telah disediakan. 
3. Hubungan antar organisasi 
aspek ini dapat dipahami sebagai faktor keberhasilan dalam implementasi 
kebijakan. Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi 
Pendataan dan juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa terdapat beberapa 
hubungan antar organisasi yang telibat guna mendukung pelayanan sesuai dengan 
implementasi Undang – Undang No 28 Tahun 2009. Stakeholder yang telibat 
yakni bagian pendataan dan penetepan, Penagihan dan Pembayaran, Tata Usaha, 
Layanan SAMSAT Induk, Payment Point UPT, SAMSAT Keliling, Drive Thru, 
SAMSAT Corner. 



 
 

Lalu hasil dari wawancara Bersama masyarakat menyatakan bahwa komunikasi 
yang terjalin antara masyarakat dengan implementator sudah terbilang baik namun 
ada beberapa yang tidak dimengerti oleh masyarakat  dan perlu diperbaiki 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang ada pada Kantor UPT 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan sudah terlaksanakan dengan 
baik dan sesuai dengan masing-masing bagian nya. seperti hal nya di bagian 
pendataan, penagihan, dan tata usaha sudah terjalin komunikasi yang baik 
sehingga tercipta hasil kerja yang sesuai dengan isi kebijakan. Selanjutnya. 
Wawancara dari masyarakat mengatakan bahwa komunikasi antar implementator 
dengan masyarakat sudah cukup namun masih ada yang sedikit tidak dimengerti 
masyarakat. Dari penyataan informan yang ada diatas menjelaskan bahwa sumber 
daya yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan sudah 
baik. Namun ada beberapa komunikasi antar masyarakat yang masih perlu di 
tingkatkan kembali. 
4. Karakteristik Agen Pelaksana 
Dapat dipahami sebagai faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan. 
Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pendataan dan 
juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa pelaksanan pajak yang ada di UPT 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan adalah dengan mengunakan 
beberapa layanan yang tersedia seperti Layanan SAMSAT Induk, Payment Point 
UPT, SAMSAT Keliling, Drive Thru, SAMSAT Corner, lalu para pegawai juga di 
haruskan dinas luar yang menghasilkan tercapainya target. 
Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat di simpulkan bahwa 
pengimplementasian Undang – Undang No 28 Tahun 2009 dirasa sudah cukup 
tercapai karena masyarakat sudah merasa puas.  
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 
aspek ini dapat dipahami sebagai faktor keberhasilan dalam implementasi 
kebijakan. Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi 
Pendataan dan juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa tanggapan publik 
baik terhadap wajib pajak ini terlebih ketika ada pemutihan. 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat mengatakan bahwa 
bahwa program pemutihan cukup membantu dalam hal membayar pajak. Maka 
disini terbukti dengan adanya program pemutihan dapat membantu masyarakat 
dalam pembayaran wajib pajak. 
6. Disposisi 
Disposisi dapat dipahami sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam 
implementasi kebijakan. Bahwa dalam hal ini dengan hasil wawancara dari Kepala 
Seksi Pendataan dan juga staff bagian pendataan menyatakan bahwa disposisi yang 



 
 

ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan adalah dapat dilihat 
dari para staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan yang 
memahami isi dari kebijakan yang diberlakukan guna mengimplementasikan 
kebijakan dengan baik. 
Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang mengatakan 
bahwa staff melakukan pelayanan dengan cekatan dan tidak berbelit. dengan cara 
itu dapat dilihat bahwa staff UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya 
Selatan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. 
D. KESIMPULAN 
Menurut hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
implementasi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
di Kantor UPT PPD Surabaya Selatan dengan menggunakan teori Van Meter Van 
Horn yang memiliki 6 indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi 
kebijakan yaitu  
standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, 
karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, disposisi. 
Dengan demikian peneliti menarik kesimpulan dalam mengukur keberhasilan 
implementasi UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan sesuai dengan 
indikator yang ada sudah terlaksana dengan cukup baik namun ada beberapa yang 
perlu untuk diperbaiki kembali agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Pada indikator pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan 
dengan baik hal itu dilihat dari tercapainya target yang telah di tentukan. Indikator 
kedua adalah sumber daya, sumber daya dilaksanakan dengan baik dapat dilihat 
dari kesiapan pegawai dalam melakukan implementasi peraturan Undang – 
Undang, Keberhasilan sumber daya dapat dilihat dari masyarakat merasa puas 
akan kesiapan pegawai dalam hal melayani sehingga masyarakat tidak dirugikan 
dalam hal waktu. Indikator ketiga adalah Hubungan antar organisasi telah 
dilaksanakan dengan baik hal itu dilihat dari tercipta nya pelayanan yang baik 
karena para pegawai memahami apa yang seharusnya menjadi tugas masing-
masing. Namun masih ada kekurangan yang terjadi antar komunikasi dengan 
masyrakat dan hal itu terus diperbaiki oleh implementator. Indikator keempat 
adalah Karakteristik agen pelaksana. Dalam hasil wawancara dengan masyarakat 
menyatakan bahwa pengimplementasian Undang – Undang No 28 Tahun 2009 
dirasa sudah cukup tercapai karena masyarakat sudah merasa puas. Indikator 
kelima adalah Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Telah terlaksana dengan baik 
dapat dilihat dari tanggapan publik yang baik dalam adanya wajib pajak ini. 
Terlebih ketika diadakannya program pemutihan menjadikan antusias publik pun  



 
 

meningkat karena setiap ada pemutihan dapat meringankan beban masyarakat 
dalam pembayaran pajak. Indikator keenam adalah Disposisi, telah dilaksanakan 
dengan baik hal itu dilihat dari tercipta nya pelayanan yang baik karena kepuasan 
masyarakat. Namun masih ada kekurangan perlu diperbaiki oleh implementator. 
Dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi UU No 28 Tahun 
2009 sudah berhasil diterapkan dengan baik dengan beberapa perbaikan di Kantor 
UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan dalam melakukan 
pelayanan publik terhadap masyarakat Surabaya Selatan yang akan membayar 
wajib pajak. 
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